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Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat
keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya
keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019
serta akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BM S yang Surat K eputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusiatelah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasal ahan tersebut
digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian
ini, pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat K eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Putusan Nomor 172 K/TUN/2019 adalah ditemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) surat Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada saat sedang dilakukan proses
pengajuan kasas Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, yang artinya putusan tersebut belum final dan
berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT BM S yang diwakili oleh AC,
sehingga penerbitannya melanggar aspek prosedural dan aspek substansial karena bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Selain itu, akibat hukum terhadap suatu akta
perseroan terbatas PT BM S yang Surat K eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan
oleh pengadilan adalah pembatalan tersebut tidak serta merta membatalkan akta RUPSLB yang dibuat oleh
Notaris GD, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan negeri. Akta tersebut juga merupakan akta
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah
keautentikannya. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah disarankan bagi Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia untuk selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem AHU Online
khususnya untuk badan hukum Perseroan agar selaras dengan peraturan dalam UUPT. Selain itu notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima untuk
menyusun akta khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu perlu dilakukannya
pengecekan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan profil perseroan dalam sistem AHU
<em>Online</em>. Diperlukan juga kehati-hatian notaris saat memasukkan informasi dan mengunggah
dokumen ke dalam sistem AHU Online.
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company by the State Administrative Court has the effect that the limited liability company deed on which
the decree was issued becomes invalid as it should be. Thisis due to the connection between the issuance of
the Menkumham decision letter and the limited liability company deed. The issues raised in this study are
the judge's considerations regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human
Rights based on the Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 and the legal consequences of a
limited liability company deed of PT BMS in which the Decree of the Minister of Law and Human Rights
has been canceled by the court. To answer these problems, doctrinal research methods are used with an
explanatory research typology. The results of the analysis of this study, the judge's consideration regarding
the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on Decision Number 172
K/TUN/2019 was found to be the fact that 10 (ten) letters of the Minister of Law and Human Rights which
were the object of the dispute were issued while being process of filing cassation Decision No.
167/B/2017/PT.TUN.JKT, which means that the decision is not final and has permanent legal force. This
causes legal uncertainty for PT BMS, which is represented by AC, so that the issuance violates procedural
and substantial aspects because it is contrary to laws and regulations and the principle of legal certainty.
Besides that, the legal consequence of a PT BMS limited liability company deed whose Decree of the
Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court is that the cancellation does not
necessarily cancel the extraordinary general meeting of the shareholders deed made by Notary GD, unless
otherwise proven in court. The deed is also an authentic deed that has perfect evidentiary power aslong as
no one disputes its authenticity. Thus, the advice that can be given isfor the Minister of Law and Human
Rights to always strive to improve and develop the AHU Online system, especially for corporate legal
entities so that they are in line with the regulations in the Company Law. In addition, notary in carrying out
their duties are expected to always be careful in accepting to draw up deeds, especially deeds related to
limited liability companies, that is, it is neccesary to check information regarding company profilesin the
AHU Online system. Notary caution is also required when entering information and uploading documents
into the AHU Online system.



